BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi dilingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
dinas Kesehatan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan
persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor
800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 Perihal
Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa Peraturan Bupati (Perbup Tusi yg berlaku
sekarang) Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 6 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dengan huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang
kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta

tata kerja dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab




Mengingat

Lematang lIlir;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438;

.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 6402);



6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian
Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451};

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Adminitrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional,

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyetaraan Jabatan Adminitrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional,;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Intansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir (Lembaran Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1});




Menetapkan

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir;

c. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

d. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam
menyelenggarakan Pemerintah Daerah;

e. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Bupati Penukal Abab
Lematang Ilir;

f. Kepala Dinas adalah Dinas Kesehatan Penukal Abab
Lematang llir;

g. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan
Penukal Abab Lematang Ilir;

h. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di Dinas Kesehatan
Penukal Abab Lematang Ilir;

1. Kepala Subbagian adalah Kepala Kepala Subbagian Dinas
Kesehatan Penukal Abab Lematang llir;

J. Sub. Koordinator adalah Sub. pimpinan kelompok jabatan
fungsional yang melaksanakan fungsi sesuai dengan
ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi
pratama masing-masing;

k. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan aturan keterampilan tertentu serta bersifat

mandiri;




1. Unit Pelaksana Teknik Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknik operasional dan /atau kegiatan teknik penunjang
tertentu pada dinas atau Badan Daerah.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah
di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan
daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
(1)Susunan Organisasi Dinas Sebagai Berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, Membawahi :
1.Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan
Masyarakat;
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat Membawahikelompok
Jabatan Fungsional,
d. Bidang Pencegahan dan PengendalianMembawahi
Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. UPTD;




(2) Sekretariat sebagiamana dimaksud pada Pasal 3 Huruf
b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Huruf
b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;

(4) Bidang sebagaimana dimaksud padaPasal 3 huruf c,
huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(5) UPTD Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf g,
dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak  terpisahkan dari peraturan
Bupati inj;

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4
(1)Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten;

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta
sumber daya kesehatan;

b. pelaksanaan  kebijakan di  bidang  kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan

pkrt serta sumber daya kesehatan;




c. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian
penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan pkrt serta sumber daya kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala

daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi,

pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan
Daerah. Fungsi sekretariat :

a.

penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas

administrasi di lingkungan dinas kesehatan daerah,;

. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan dinas kesehatan daerah;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di

lingkungan dinas kesehatan daerah; dan

. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas

kesehatan daerah.




Sub Bagian Program, Informasi dan
Hubungan Masyarakat
Pasal 7
Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
mempunyai uraian tugas Penyiapan dan koordinasi
penyusunan rumusan program dan informasi, serta
penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi

tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah

Sub Bagian Umum, Kepegawaian
dan Keuangan
Pasal 8
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai
uraian tugasPenyiapan dan koordinasi penyelenggaraan
urusan keuangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan
hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum

yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 9

Bidang  Kesehatan  Masyarakat mempunyai  tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang kesehatan masyarakat. Bidang

Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, Lkesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga; dan




d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
keluarga, gizi  masyarakat, promosi  kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga;

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Pasal 10
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai
uraian tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

keluarga dan gizi masyarakat.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 11
SeksiSeksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai uraian tugas Penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

SeksiSeksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pasal 12
Seksi-Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga mempunyai uraian tugas Penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.




Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 13

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan
dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa,

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa; dan

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular dan kesehatan jiwa.

Seksi Surveilans dan Imunisasi
Pasal 14
Seksi Survailens dan Imunisasi mempunyai uraian tugas
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans

dan imunisasi.
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Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular
Pasal 15
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
MenularPenyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan

dan pengendalian penyakit.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa
Pasal 16
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
serta Kesehatan Jiwa mempunyai uraian tugas:
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan

jiwa.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Pasal 17
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai
tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan
pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan
mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat
kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia Kesehatan.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan
kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan

PKRT serta sumber daya manusia kesehatan,;
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b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan
kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan
PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan
kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan
PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan
tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta

sumber daya manusia Kesehatan;

Seksi Pelayanan Kesehatan
Pasal 18
SeksiPelayanan Kesehatan mempunyai uraian
tugasPenyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di
bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan
kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional.

Seksi Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT
Pasal 19
Seksi Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai uraian
tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT.




g

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pasal 20
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai uraian
tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya

manusia Kesehatan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

() Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional
masing-masing  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2}Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada pasal 3 ayat (1) huruf ¢, Huruf d, Huruf e terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan
dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat
Administrator.

(3)Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2)
melaksanakan tugas membantu pejabat administrator
dalam  penyusunan  rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
pada satu kelompok jabatan fungsional. Pada masing-
masing pengelompokan uraian tugas kelompok sub-
substansi.

(4)Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina
kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

(S)Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-
koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
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Bagian Ketujuh
UPTD
Pasal 22
(1)Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat
dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 23
Pembentukan jumlah, nomenklatur, susunan organisasi,
uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja
UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan
Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam
maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan
pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan

tugasnya masing-masing.

Pasal 25
Setiap pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 26
(1) Setiap pemimpin bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai
dengan uraian tugas dan wuraian fungsi yang telah
ditetapkan.

14




(2) Pengarahan dan petunjuk sebagiamana dimaksud pada
ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan,
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan

petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal
diundangkannya.agar setiap orang mengetahui,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal !l oaMuARL (22
/L BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, P -

Bpusn e

JP%HERI AMALINDO"
Diundangkan di talang ubi
pada tanggal 1t oanuAR! 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE L LEMATANG ILIR, /(/

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022
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